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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.



A. Konsonan

| = Tidak dilambangkan o= = dl
« =B L = th
o =7 L = dh
& = Ta ¢ = ‘(mengahadap ke atas)
e ¢ = ¢gh
zd »—SH Caf o= F
¢ = Kh g =4
2 = D Ela Ml I
3 = Dz Jd =1
> =R ¢
> =7 o =n
o =S 3 = W
o = Sy s = h
o= = Sh s =Yy

Hamzah (<) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
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dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma () untuk
penggantian lambang ¢.
B. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A Jé menjadi gala
i = kasrah i J# menjadi gila
u = dlommah a ¢s* menjadi ddna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“ 17, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = Js# menjadi gawlun
ay = ¢ o menjadi khayrun

C. Ta’marbiithah (3)
Ta’ marbhthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat, tetapi ta’ marbdthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyaa-u ) Al ) menjadi al-
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risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mudlaf  dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya L“é )

daa ) menjadi fi rahmatillah
D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” (J))dalam lafadh jalalah yag erada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..............

3. Masya’Allah kana wa malam yasya lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla
E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata,

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: s - syai’un Gl - umirty

u).\n - an-nau’un Ujhu -ta’khudzina
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F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh : G )Y 3 sed &) s - wa innalillaha lahuwa khairar-razigin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh: Jsw) ¥ 2aaa s = wa maa Muhammadun illa Rasal

U“Jﬁn o J 3) ()= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak

dipergunakan.

Contoh : <2 )5 C:\ﬁ ) (@ _»<ad = naslrun minallahi wa fathun qarib
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Lasas Y| 4 = [jllahi al-amru jami’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

XV



DAFTAR ISl

HALAMAN JUDUL ...ttt i
HALAMAN PERNYATAAN ... i
HALAMAN PERSETUJUAN . ...t ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....cccciiiiiiies iv
HALAMAN MOTTO ... v
KATA PENGANTAR . Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ... ..o X
DAFTAR ISLe. 02 ... e AL Sl LR R XV
PDAFTARAABEL .8 ... BT TN 8 N XVi
DAFTAR GAMBAR ... XVii
DAFTARL AMPIRAN . . . L e N XV
CUS SRRSO Y ded).  E—— XIX
AEETTRACT 4 B Wl R VR RN XXi
A e o A e R XXii
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............cccoiiiiiiiiiiics e 1
BSRUmisan Vasalabis. Sy, Q. Annnnsmeneey . ... 7
C N TUjuarmBeelitian:.. et 8
D. Manfaat Penelitian...........cccooeiiiiiiiiiieeiee e 8
E. Definisi Operasional.........cccccceciimcieiiiiiiiiieniiincensieessieessiesdies e sesseressses 9
F. Sistematika PEmbanasan .............ccccoeiiiiiiiiiiiicceie 10
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu ... 13
B. Kajian PUSLAKA. .......coviiiiiiiiiie i 18
1. Pengertian Penambangan ...........ccccoveiiiiiiiienieeie e 18
2. 1zin Usaha Pertambangan ............ccocveieiieieeie e see s 20
3. Konsep Pengawasan...........ccouvieiiiiiiiii i 22

XVi



4. Dasar Pengaturan Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan

BAB Il METODE PENELITIAN

AL JeniS PeNElItIAN ........ooeeiieie e 39
B. Pendekatan Penelitian ...........ccoooeiiiiienis i 39
C. LOKaSI PENEHTIAN ....c.coviiiiiiiiiiiiiciieieie et 40
D. Metode Penentuan SUDYEK .........c.ccceeiueiiieiieeie i 40
EgSuMmber Datad % .%o AR N 41
B MetodeRengumpuianiBata’. mnitl e ol W 43
G. Metode ANaliSIS DAt ..........coeiviiiiiiiieieieie e 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jasa Tirta | .......ccoooeeierieiiinieiieeseene e seenee e 46

B. Bagaimana implementasi pengawasan oleh Jasa Tirta dan Pemerintahan
Kabupaten Tulungagung terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan
Galian Golongan C di wilayah sungai Brantas kabupaten Tulungagung 48

C. Bagaimana implementasi praktek Pengelolaan Usaha Pertambangan
Galian Golongan C di sungai Brantas kabupaten ditinjau menurut hukum

ISTCIRERR TR SITNY. Y. . A AR ey ... 59

BAB V PENUTUP
P N (0] o]0 T S5 O 1 + U (eSO SRR 67
B. AR e .. 68
DAFTAR PUSTAKA .ttt e e e e e et e e e 70
LAMPIRAN ..ottt st sttt sttt st saeseasesteeenenseneas 73

XVii



ONVIVIN 40 ALISHIAINN DINVTISI 31VLS NIHVAEEI MITTVIN VNVINVIA 40

16

DAFTAR TABEL

Tabel | Penelitian terdahulu ..o

XViii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambaran Alur Penertiban...................ccoooiiiiiiiiinenn.. 59
Lampiran 2 BuKti KONSUIAST ...........ccoieiiiiiicicieeee e, 73
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan ..........ccccocvevveeiiiiinii s 74
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian...........cccocoevieeiieiinc i 75

XiX



ABSTRAK

M. Fuad Budairi, 15220094, 2019. Implementasi Pengawasan Terhadap
Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas
Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 Dan Hukum Islam). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:
Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Pengawasan
dan Hukum Islam.

Maraknya pertambangan pasir ilegal dibeberapa daerah seperti Lumajang,
Banyuwangi, Blitar dan Mojokerto adalah salah satu keresahan yang dihadapi
dalam pertambangan pasir. Sekian banyaknya permasalahan pertambangan pasir
ini menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 belum berjalan
sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sungai Brantas kabupaten Tulungagung
adalah salah satu sungai yang dijadikan pertambangan pasir. Dalam pertambangan
ini apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang
terdapat dalam pasal 23 yang menjelaskan tentang persyaratan izin usaha
pertambangan dan pasal 18 Peraturan Daerah Jatim No 1 Tahun 2005 sebagai
lembaga yang melakukan pengawasan. Hukum Islam juga mengatur tentang
bagaimana konsep pengelolaan pertambangan yang sesuai dengan maslahah
mursalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi
pengawasan yang dilakukan lembaga yang berwenang terhadap Pengendalian
Usaha Pertambangan Galian Golongan C Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini juga berusaha
mengetahui apakah para penambang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 dan Menurut Hukum Islam, sekaligus apa tindakan
lembaga yang berwenang apabila adanya ketidak sesuaian para penambang
dengan peraturan dan hukum islam tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan yuridis sosiologis. Sementara metode pengumpulan data yang
digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik
analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi dan
kesimpulan.

Skripsi ini mendapatkan beberapa hasil berupa : 1. Banyak ketidak sesuaian
pengimplementasian Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dalam
persyaratan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh penambang di Sungai
Brantas Kabupaten Tulungagung dan kurang efektifnya pengawasan yang
dilakukan lembaga berwenang. 2. Pandangan Hukum Islam pada Pengendalian
Usaha pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten
Tulungagung belum sesuai dengan tujuan islam yaitu pertambangan yang
mensejahterakan rakyatnya dan tidak sesuai dengan konsep maslahah mursalah.
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ABSTRACT

M. Fuad Budairi, 15220094, 2019. The implementation of Group C Excavation
Mining Business Control Supervision in Brantas River Tulungagung
Regency (Study Article 23 of Government Regulation Number 1 of 2010
and Islamic Law). Undergraduate Thesis, Department of Shyari‘ah Business
Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor :

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Article 23 of Government Regulation Number 1 of 2010. Supervision
and Islamic Law.

The rise of illegal sand mining in some areas such as Lumajang,
Banyuwangi, Blitar and Mojokerto is one of the concerns faced in sand mining.
The many problems of sand mining have made Government Regulation No. 23 of
2010 not yet run according to its aims and objectives. The Brantas River
Tulungagung Regency is one of the rivers used as sand mining. In mining, is it in
accordance with Government Regulation No. 23 of 2010 contained in article 23
which explains the mining business permit requirements and article 18 of East
Java Regional Regulation No. 1 of 2005 as an oversight body. Islamic law also
regulates how the concept of mining management is in accordance with the
problem problem.

This study aims to analyze how the implementation of supervision by
authorized institutions of Mining Control Group Galian Group C According to
Article 23 of Government Regulation No. 23 of 2010 and Islamic Law. This study
also tried to find out whether the miners were in accordance with Government
Regulation No. 23 of 2010 and according to Islamic Law, as well as what the
authorized institutions acted in the event of a miner's incompatibility with these
Islamic rules and laws.

This type of research is an empirical juridical research with a sociological
juridical approach. While the data collection methods used are interviews,
observation, and documentation. The data analysis technique is by checking data,
classification, verification, analysis and conclusions.

This thesis gets several results in the form of: 1. Many incompliance with
the implementation of Article 23 of Government Regulation Number 23 of 2010
in mining permit requirements conducted by miners in the Brantas River
Tulungagung Regency and the lack of effective supervision by the authorized
institutions. 2. The view of Islamic law in the control of the Galian Group C
mining business in the Brantas River Tulungagung Regency is not in accordance
with the objectives of Islam, namely mining for the welfare of its people and not
in accordance with the concept of maslahah mursalah.
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Bab I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pertambangan adalah rangkaiaan kegiatan dalam rangka upaya pencarian,
pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian
(mineral, batubara, panas bumi, migas). Ilmu pertambangan merupakan suatu cabang
ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, studi kelayakan,
persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral
atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga), menurut Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan
bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan
industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan,
pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Adapun penambangan
adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.
Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Dapat disimpulkan bahwa
pertambangan adalah nama benda (dalam hal ini rangkaiaan kegiatan), tambang
adalah nama tempat, dan penambangan adalah prosesnya.*

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk  mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya alam tambang atau bahan galian yang terdapat dalam bumi
Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh

! Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 35



tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta
kegiatan pasca tambang.

Barang tambang adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan
anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola manusia agar bermanfaat bagi
kehidupannya. Ada sejumlah ayat Al-Qur’an yang mengungkapkan tentang bahan
mineral dalam bumi yang dapat dieksploitasi melalui proses pertambangan, yaitu

diantaranya ada dalam Q.S Al-Hadid Ayat 4:
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Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa:
kemudian Dia bersemayam di atas “arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke
dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit
dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu
berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut memberikan gambaran dan isyarat yang mendorong manusia

untuk melakukan kegiatan eksploitasi kekayaan alam. Bahwa apa yang masuk dalam

2Undang—Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara



bumi dan keluar darinya memberikan petunjuk adanya sesuatu yang tersimpan dalam
perut bumi yang perlu diteliti dan dimanfaatkan oleh manusia.®

Islam juga mengatur terhadap pengelolaan suatu sumberdaya alam yang
mempunyai tujuan tertinggi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia maupun
di akhirat. Dengan mengacu pada hal tersebut maka akan memunculkan suatu
pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip islam.
Pembolehan dalam eksploitasi pertambangan sumber daya alam ini menurut ajaran
islam harus memperhatikan lingkungan agar tidak merusak lingkungan, bumi serta
isinya.

Terkait dalam pengelolaan pertambangan sumber daya alam dalam islam
berlaku kepemilikan umum bukan kepemilikan individual. Hal ini sesuai dengan
hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari seorang
kaum Muhajirin, yaitu: Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam
tiga hal, yaitu: air, padang gembala dan api,”* dalam hal ini barang tambang menjadi
kepemilikan umum yang dikelola oleh Negara Indonesia sendiri untuk di
distribusikan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Banyaknya permasalahan dalam hal pertambangan pasir sudah sering kita
lihat dari berita yang beredar melalui media elektronik atau berbentuk koran seperti

Jawa Pos, Tribunews seperti permasalahan berikut :

*Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Perkembangan sains dan teknologi berwawasan lingkungan
perspektif islam (Jakarta: Lintas pustaka publisher, 2008), 33

*Fikriyah Uswatul, Perubahan Pengelolaan Pertambangan Oleh PT. Freeport Indonesia Dari Kontrak
Karya Menjadi IUPK Dalam Perspektif UUD 1945 Dan Hukum Islam, (Universitas Brawijaya, 2015)



1. Pertambangan pasir di Lumajang yang sampai keranah pembunuhan yang
direncanakan. Pertambangan pasir yang terjadi di Lumajang adalah
permasalahan yang sudah sangat populer. Para penambang ini melakukan
pertambangan yang sudah melebihi batas terhadap lokasi pertambangan
sehingga pertambangan sampai merusak atau masuk dalam area tanah petani.
Banyak yang dirugikan dalam pertambangan ini salah satunya adalah para
pihak petani. Akhirnya para petani tidak terima dengan tanah pertaniannya
dijadikan pertambangan, sebagai bentuk protesnya yang diwakili oleh Salim
Kancil, Salim kancilpun malah dibunuh oleh oknum-oknum yang melindungi
pertambangan pasir tersebut.’

2. Pertambangan pasir yang terjadi di Blitar, yang pertama di Dusun Sadeng
Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok. Pertambangan ini diketahui oleh
para warga yang melapor kepada pihak terkait bahwasanya, ada pertambangan
yang bisa membahayakan lingkungan sekitar diakibatkan karena proses
pertambangan yang tidak secara manual melainkan menggunakan diesel atau
alat mekanik. Kedua, di Sungai Bladak Dusun Salam Desa Kedawung
Kecamatan Nglegok. Pertambangan ini juga diketahui dari laporan
masyarakat bahwa adanya pertambangan yang bila dibiarkan bisa merusak
lingkungan sekitar. Pasalnya penambang disini menggunakan alat mekanik

berupa diesel dan tidak mendapatkan surat izin pertambangan. Semua alat

*Https//:m.detik.com/news/berita/pertambangan pasir di Lumajang Salim Kancil diambil tanggal 25
Juli 2019, pukul 19.00 WIB



pertambangan disita, tersangkanya ditahan, wajib lapor dan penambangan
diberhentikan.

3. Penambangan pasir di Banyuwangi. Pertambangan pasir di Kabupaten
Banyuwangi sudah sangat marak, sampai terdapat di beberapa titik
pertambangan seperti: Kalipuro, Rogo Jampi, Songgon, Singo Juruh dan
Silirangu. Pertambangan disini sudah sejak lama terjadi namun para
penambang tidak memiliki surat izin pertambangan walaupun ada izin. Izin
tersebut sudah masuk dalam kadaluwarsa sehingga pertambangan ini
termasuk dalam pertambangan illegal. Semua alat-alat yang digunakan juga
sudah menggunakan alat mekanik berupa diesel. Sehingga semua alat yang
digunakan dalam pertambangan disita ketika pengeksekusian dan
pertambangan diberhentikan.’

4. Pertambangan pasir di Sungai Cikao Purwakarta. Pertambangan yang terjadi
ini, sudah merusakkan jalan yang disebabkan oleh angkutan pertambangan.
Pertambangan ini langsung ditindak oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi
yang mana beliau Dedi Mulyadi tidak sengaja melihat aktivitas pertambangan
illegal tersebut, beliau menghawatirkan dengan adanya pertambangan illegal

ini berimbas pada kontruksi jembatan Ciririp dan jembatan lainnya. Beliau

®Https//:m.tribunews.com/regional/tambang pasir illegal pasir Blitar diambil tanggal 25 Juli 2019,
pukul 19.00 WIB

"Https//:m.tribunews.com/regional/tambang pasir illegal Banyuwangi diambil tanggal 25 Juli 2019,
pukul 19.00 WIB



menyita kunci alat pengangkut dan STNK serta menyuruh menghentikan

pertambangan.®

Banyaknya permasalahan tersebut, ada aktifitas penambangan pasir di wilayah
Kabupaten Tulungagung lebih dari 5 penambang yang sudah lama beroperasi. Namun
sudah banyak akibat yang bisa kita lihat. Dampak buruk pada lingkungan berupa
mengikisnya lapisan sedimen di Sungai Brantas. Degradasi dasar sungai juga bisa
mengganggu stabilitas keamanan bangunan dan jembatan di sepanjang sungai
Brantas. Tanah yang tidak sedikit longsor karena habisnya lapisan sedimen di sungai
Brantas.

Peran pemerintah sangat penting dalam proses pertambangan yang berada di
Sungai Brantas. Salah satunya berupa penegakan aturan hukum yang sudah dibentuk
oleh Pemerintah Provinsi. Dalam Pasal 23 Perturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
tersebut menyatakan bahwa seluruh pertambangan harus memenuhi persyaratan izin
usaha sebelum melakukan pertambangan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian
pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan
pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan
masyarakat.

Penegakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan batu bara dan Pasal 23 Perturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

®Https//:m.detik.com/news/berita/tambang pasir di sungai Cikao Purwakarta diambil tanggal 25 Juli
2019, pukul 19.00 WIB



tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah
sebagai bentuk salah satu Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan
C pada Wilayah Sungai Di Jawa Timur terutamanya dalam hal administrasi dan
sanksi, perlunya lembaga berwenang yang harus aktif untuk mewujudkan tercapainya
peraturan yang harus ditaati. Lembaga berwenang yang mempunyai pengawasan ini
dibebankan oleh Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian Pemerintahan
Kabupaten/Kota setempat. Bentuk pengawasan dari Perum Jasa Tirta dan Sekda
Perekonomian Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah salah satu bentuk berjalannya
pertambangan yang sudah terjadi di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan untuk
membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul : Implementasi Pengawasan
Terhadap lIzin Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai
Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2010 Dan Hukum Islam)

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas,
maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah
sebagai berikut:

Bagaimana implementasi pengawasan oleh Perum Jasa Tirta dan Pemerintahan
Kabupaten Tulungagung terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian

Golongan C di wilayah sungai Brantas Kabupaten Tulungagung?



Bagaimana implementasi praktek Pengendalian Usaha Pertambangan Galian
Golongan C di sungai Brantas Kabupaten Tulungagung ditinjau menurut hukum
Islam?
. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi
penelitian ini, yaitu:
Untuk mengetahui implementasi pengawasan oleh Perum Jasa Tirta dan
Pemerintahan Kabupaten Tulungagung terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan
Galian Golongan C di wilayah sungai Brantas Kabupaten Tulungagung.
Untuk menjelaskan bagaimana praktek Pengendalian Pertambangan Galian Golongan
C di sungai Brantas kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam.
. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:
. Secara Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan
secara rinci dan sistematis tentang Pengawasan Lembaga Berwenang Terkait Pasal 23
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber
informasi dan pengetahuan bagi para pembaca khususnya Hukum Bisnis Syariah.
Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu refrensi bagi semua

pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.



2. Secara praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian
serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan. Penelitian ini juga
diharapkan bermanfaat bagi para penambang yang akan melakukan pendaftaran
perizinan membuka pertambangan sehingga mengetahui apa saja yang harus
dilaksanakan. Lembaga juga berwenang untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan.
E. Definisi Operasional
Berdasarkan judul penelitian yaitu Implementasi Pengawasan Terhadap
Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten
Tulungagung (Studi Pasal Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan
Hukum Islam), terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat
operasional dan konsep atau variable penelitian sehingga dijadikan acuan dalam
menelusuri melalui penelitian yakni:
1. Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan adalah suatu cara, proses, perbuatan membina untuk memperoleh
hasil yang lebih baik yang dilakukan oleh lembaga negara atau sebagainya.’
Pengawasan adalah penilikan, pengarahan atau penjagaan terhadap suatu peraturan.™®

Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa pembinaan dan pengawasan

*https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembinaan diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB
“https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengawasan diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembinaan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengawasan
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adalah suatu hal yang dilakukan oleh lembaga atau sebagainya untuk menjalakan
suatu peraturan yang sudah ada.
Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang disusun
oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.'* Mengacu dari definisi
tersebut dapat diartikan bahwa setiap daerah mempunyai Peraturan Daerah masing-
masing yang mempunyai ciri khas masing-masing.
Lembaga Berwenang

Lembaga adalah suatu badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu
penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha. Berwenang adalah mempunyai
(mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.> Mengacu dari definisi
tersebut dapat diartikan bahwa lembaga berwenang adalah suatu badan atau
organisasi yang mendapatkan hak kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan yang
sudah ditetapkan.
Pertambangan

Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah
rangkaiaan kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian),
pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi,

migas).™

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan Daerah diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lembaga Berwenang diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00
wiB

Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
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F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih
sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Peneliti akan memberikan gambaran
umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas
adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman
pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Pada Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang
masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih untuk melakukan
penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, dan sistematika
penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian
ini.

Bab Kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu
dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti
sebelumnya, baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan
atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada Kerangka teori atau
landasan teori yang membahas tentang teori-teori mengenai Pengertian
Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan ,Konsep Pengawasan, Dasar Pengaturan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan C, Maslahah Mursalah
Pertambangan.

Bab Ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang
pendekatan penelitian yaitu field research (penelitian lapangan) dalam ilmu hukum

disebut dengan penelitian empiris, jenis penelitian mengunakan penelitian yuridis
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sosiologis, atau biasa disebut dengan socio legal research, lokasi penelitian dilakukan
di Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung.
Bentuk dan Jenis Sumber data yang digunakan vaitu data primer,sekunder dan tersier.
Teknik penggalian data dengan cara wawancara, dokumentasi,studi dokumen serta
analisi data

Bab Keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari
penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Peneliti
memaparkan data secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek penelitian,
penyajian data serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis data yang berupa
hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan
menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data
sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literature yang terkait dengan penelitian
ini.

Bab Kelima yaitu Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran
merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun peneliti secara
khusus. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat

hidup peneliti
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yag telah dilakukan oleh peneliti-
peneliti sebelumnya tentang Pertambangan Galian Golongan C yang membahas
terkait pengendalian ataupun yang lainnya, yang berkaitan dengan pengawasan
terhadap Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang persyaratan
izin pertambangan untuk upaya pengendalian pertambangan galian golongan C dan
hukum Islam. Berdasarkan penulis ada beberapa skripsi/penelitian yang membahas
mengenai pengendalian pertambangan galian golongan C akan tetapi penulis belum
pernah menemukan skripsi/penelitian yang secara khusus membahas tentang
pengawasan tentang pengendalian pertambangan galian golongan C dan menurut
hukum Islam.

Adapun judul penelitian tentang pengendalian pertambangan galian golongan
C yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma’ruf, merupakan
Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Muhamadiyah Makassar pada tahun
2017 yang berjudul Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan
Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa. Latar belakang penelitian ini ialah
bagaimana pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah pada

Usaha para Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Bategulung Kecamatan
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Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif
kualitatif dengan informan terdapat tujuh orang. Teknik pengumpulan data yang
dikumpulkan dengan menggunakan berupa observasi, wawancara terhadap informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah
belum berjalan secara maksimal sehingga tidak dapat meminimalisir terjadinya
penambang yang tidak mendapat izin.** Faktor yang mempengaruhi pengawasan
yaitu sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian penulis adalah faktor yang mempengaruhi adanya pengawasan,
sedangkan punya penulis adalah pengawasan terkait Pasal 11 Peraturan Daerah Jatim
No 1 Tahun 2005. Persamaannya membahas terkait pengawasan pengelolaan usaha
pertambangan galian golongan C.

Skripsi yang ditulis oleh Fenty U. Puluhulawa, merupakan mahasiswa Universitas
Negeri Gorontalo pada tahun 2011 yang berjudul Pengawasan Sebagai Instrument
Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Latarbelakang penelitian ini adalah menjelaskan pengawasan sebagai salah satu
instrument penegakan hukum, dengan mengkaji bagaimana intensitas pelaksanaan
pengawasan pada usaha pertambangan mineral dan batu bara. Metode penelitian ini
adalah sosio yuridis, dengan metode analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa baik dari aspek perencanaan maupun koordinasi

pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga belum

“Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma’ruf, Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan
Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa, ( Universitas Muhamadiyah Makassar, 2017)
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mendukung terwujudnya penegakan hukum.™ Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian penulis adalah penelitian ini pengawasan sabagai salah satu penegakan
hukum terkait intensitas pada usaha pertambangan mineral dan batubara.
Persamaannya adalah berupa pengawasan yang dilakukan pada usaha pertambangan.

Skripsi yang ditulis oleh Thalia Anjella Sarah Montolalu, merupakan mahasiswa
Universitas Muhamadiyah Makassar pada tahun 2017 yang berjudul Kewenangan
Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Latarbelakang penelitian ini adalah
sebagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan bahan
galian C/batuan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004. Metode penelitian
menggunakan metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dimana
pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan dalam perizinan usaha
pertambangan.’® Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian
ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah pada perizinan. Persamaannya
adalah pada pengelolaan pertambangan galian golongan C.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, merupakan mahasiswa
Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2012 yang berjudul Pengelolaan Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Darmakradenan Kecamatan

Ajibarang Kabupaten Banyumas ( Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah

15Fenty U. Puluhulawa, Pengawasan Sebagai Instrument Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, ( Universitas Negeri Gorontalo, 2011)

"*Thalia Anjella Sarah Montolalu, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan
Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, (Universitas
Muhamadiyah Makassar, 2017)
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Tingkat 1l Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995). Latarbelakang penelitian ini

adalah bagaimana pengelolaan pertambangan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah

Tingkat 1l Kabupaten Banyumas Menurut Nomor 39 Tahun 1995. Metode penelitian

yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini

masih banyaknya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan Perundang-

Undangan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup.!” Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian penulis adalah dasar hukum yang digunakan. Persamaannya adalah

mengkaji pengelolaan pertambangan galian golongan C.

Tabel |

Penelitian Terdahulu

No | Nama/Judul Institusi Jenis Penelitian Persamaan Perbedaan

1. | Nuralam, Mahasiswa Deskriptif Membahas terkait | Faktor yang
Abdul Kadir Administrasi | kualitatif pengawasan mempengaruhi
dan Adnan Negara observasi, usaha adanya
Ma’ruf,Penga | Universitas wawancara pertambangan pengawasan,
wasan Muhamadiya | terhadap informan | galian golongan C | sedangkan
Pemerintah h Makassar punya penulis
Pada Usaha adalah
Penambangan pengawsan
Bahan Galian terkait Pasal 11
Golongan C Di Peraturan
Kabupaten Daerah Jatim
Gowa No 1 Tahun

“Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di

Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ( Tinjauan Yuridis Terhadap
Peraturan Daerah Tingkat Il Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995), ( Universitas Jendral
Soedirman 2012)
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2005.
Fenty U. Universitas Sosio yuridis, Pengawasan yang | Pengawasan
Puluhulawa, Negeri dengan metode dilakukan pada sebagai salah
Pengawasan Gorontalo analisis secara usaha satu penegakan
Sebagai kualitatif dan pertambangan hukum terkait
Instrument kuantitatif intensitas pada
Penegakan usaha
Hukum Pada pertambangan
Pengelolaan mineral dan
Usaha batubara
Pertambangan sedangkan
Mineral dan penulis
Batubara pengawasan
terhadap pasal:i
Perda Jatin NaJl
tahun 2005
Thalia Anjella | Universitas Normatif Membahas Penelitian ini
Sarah Muhamadiya pertambangan membahas
Montolalu, h Makassar galian golongan C | tentang
Kewenangan kewenangan
Pemerintah pemerintah
Daerah Dalam daerah pada
Pengelolaan perizinan pada
Pertambangan pengelolaan
Bahan Galian pertambangan
C Menurut galian golongan
Undang- C sedang punya
Undang penulis terkait
Nomor 23 pengawasan
Tahun 2014 terhadap pasal<H
Perda Jatin No1
tahun 2005
Rahmi Dyah Universitas Yuridis normatif | Mengkaji Dasar hukum
Hajeng Jendral pertambangan yang digunakan
Rizkiana, Soedirman galian golongan C | penelitian ini
Pengelolaan Peraturan
Usaha Daerah Tingkat
Pertambangan Il Kabupaten
Bahan Galian Banyumas
Golongan C Di Menurut Nomor
Desa 39 Tahun 1995
Darmakradena sedangkan




18

n Kecamatan
Ajibarang

penulis terkait
pengawasan

Kabupaten terhadap pasal-H
Banyumas ( Perda Jatin No/
Tinjauan tahun 2005
Yuridis
Terhadap
Peraturan
Daerah
Tingkat 11
Kabupaten
Banyumas
Nomor 39
Tahun 1995)

B. Kajian Pustaka
1. Pengertian Pertambangan
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan adalah
rangkaiaan kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian),
pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi,
migas). IlImu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi
pekerjaan pencarian, penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan,
penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki
arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan,
teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari
prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan

sampai pemasaran.
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Adapun pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b,
dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat
setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana
untuk pencarian sendiri.'® Adapun penambangan sendiri adalah proses pengambilan
material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya
kegiatan penambangan. Dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah nama benda
(dalam hal ini rangkaiaan kegiatan), tambang adalah nama tempat, dan penambangan
adalah prosesnya. Penambangan Pasir yang dimaksud dalam skripsi ini adalah
Penambangan bahan galian C di sungai Brantas yang berupa pasir, kerikil dan batu.™

Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang
dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak
menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (Good Mining
Practice).

Usaha pertambangan dijelaskan dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009
dalam pasal 34 menjelaskan bahwa : Usaha pertambangan dikelompokkan atas 2 jenis
yaitu : pertambangan mineral; dan pertambangan batubara. Sedangkan perrambangan
mineral dibagi lagi menjadi 4 golongan yang dijelaskan pada ayat 1 huruf a pasal 34

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 bahwa: Pertambangan mineral digolongkan atas:

!83alim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, 115
¥Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 110 tentang pengertian pertambangan
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a. pertambangan mineral radioaktif; b. pertambangan mineral logam; c. pertambangan
mineral bukan logam; dan d. pertambangan batuan.

Pertambangan galian golongan c ini terdapat pada kelompok pertambangan
batuan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 point keempat Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara yang menjelaskan:

Pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit,
tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro,
peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon,
chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit,
topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali,
kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu),
bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu
gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau
unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi
pertambangan;

Izin Usaha Pertambangan
a. Ketentuan Persyaratan lzin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan lIzin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Izin usaha pertambangan (IUP) adalah suatu prosedur atau persyaratan
yang harus dipenuhi sebelum melakukan pertambangan. Izin usaha
pertambangan terdapat 4 jenis yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang no
4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba yaitu: IUP Eksplorasi adalah izin
usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,

eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang

diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan
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kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan,
pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian
dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Izin Pertambangan
Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam
wilayah pertambangan rakyat dalam luas wilayah yang terbatas. lzin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus.

Persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi
dijelaskan dalam pasal 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara yaitu:*° Pasal 23 menjelaskan secara umum persyaratan izin usaha
pertambangan eksplorasi dan operasi produksi meliputi persyaratan: administrasi,
teknis, lingkungan dan finansial. Selanjutnya dalam pasal 24 sampai dengan 27
menjelaskan teknis pada pasal 23 yang meliputi administrasi, teknis, lingkungan
dan finansial.

a. Sanksi Terhadap Penambang Yang Tidak Memenuhi Persyaratan dan
Tidak Mempunyai lIzin
Dalam sebuah aturan apabila ada peraturan pasti ada sanksi maka disetiap

pertambangan yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal

*%Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral Dan Batubara
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Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu
bara pada pasal 158 yang menjelaskan :

Bagi setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha
Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), 1zin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal
18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) akan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

3. Konsep Pengawasan
a. Pengertian Pengawasan
Adanya berbagai jenis pertambangan di lingkungan, menurut
penanganannya yang lebih serius agar tidak terjadi pertambangan semena-mena
yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pemerintah dan terhadap
masyarakat. Pengawasan betujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang
bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan,
apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada
upaya untuk melakukan koresi terhadap hasil kegiatan. Suatu sistem pengawasan
dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan guna memberikan perlindungan
hukum baik bagi warga, masyarakat, bagi badan atau pejabat tata usaha negara.
Pengawasan yang dianut menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004,
meliputi dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern
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pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu
kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan
kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan.?

Menurut Sujamto, Pengawasan adalah “Segala uasaha kegiatan untuk
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas
atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”?* Pengawasan
tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan secara
sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan
pendapat Soekarno K, Pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa
yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Hal
ini dipertegas kembali oleh T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk
menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manejemen tercapai.?

Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh, pengawasan adalah proses
mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat
pelaksana dengan standar yang ditentukan atau ditetapkan dalam suatu rencana
yang sistematis dengan tindakan yang kolektif dan koperatif guna menghindari

penyelewengan tujuan tertentu.

!Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 81
2Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan (Gunung Agung: Jakarta, 1980), 135
2Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983), 82
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b. Bentuk Pengawasan
Pengawasan dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain segi hukum dan segi
ekonomi:?*
1) Dari segi hukum
Pengawasan yang dilakukan untuk menjamin atas berjalanya norma hukum
atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi
rakyat yang dapat diupayakan oleh badan/pejabat pemerinta.
2) Dari segi manajemen
Pengawasan yang menjaga agar fungsi dan pemerintahan berjalan baik dan
terjamin penerapan tata kelolanya (good government). Pengawasan juga untuk
menjamin berjalannya suatu kegiatan organisasi sesuai rencana (planning)
sehingga tujuan organisasi tercapai.
c. Jenis Pengawasan
1) Pengawasan Bersifat Internal dan Eksternal
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu
badan yang secara organisasi atau struktural merupakan bagian dari
lingkungan pemerintah sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden
Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
a) Pengawasan Atasan Langsung (Pengawasan Melekat/ Built In Control)

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan

*Marbun SF, Hukum Administrasi Negara Il (FH UII Press: Yogyakarta, 2013), 2
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Pengawasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri

dari:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atasan langsung baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat
pengawasan.

b) Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang
dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan
dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang
menjadi tanggung jawabnya.”®

Pengawasan Ekstern (External Control) adalah pengawasan yang
dilakukan terhadap organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris
atau struktural kedudukannya berada di luar pemerintah (Eksekutif).

Pengawasan Yuridis (Yuridis Control) oleh pengadilan dalam hal timbul

sengketa antara rakyat dengan pemerintah, baik melalui pengadilan umum

(perdata) maupun pengadilan tata usaha negara.

c) Pengawasan dan Pemeriksaan Lainnya Pengawasan ini merupakan
pengawasan umum Yyaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin
penyelenggaraan pemerintah dengan lebih baik. Pengawasan umum

terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang

% Marbun SF, Hukum Administrasi Negara I1, 3
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bersangkutan. Pengawasan pemerintah daerah (melalui pengawasan
prepentif, pengawasan refresif, pengawasan umum) adalah merupakan
salah satu tugas pokoknya yang ditugaskan oleh Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2) Berdasarkan Waktu Saat Dilaksanakan Pengawasan

a) Pengawasan Preventif atau kontrol a-priori
Pengawasan preventif adalah pengawasan atas jalannya pemerintah
daerah yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang pemerintah daerah. Secara umum pengawasan preventif
adalah  pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaannya
(pengawasan terhadap sesuatu yang bersifat rencana dengan maksud agar
tidak terjadi kekeliruan.
b) Pengawasan Represif atau kontrol a-posteriori

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah
dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan perbuatan
pemerintah, pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini
dilakukan dengan maksud untuk memberikan koreksi tindakan yang
keliru sekaligus memulihkannya. Dengan cara melakukan pengawasan
terhadap semua perda dan raperda yang mengatur urusan daerah.?®

3) Berdasarkan Jarak

a) Pengawasan Langsung

26 Marbun SF, Hukum Administrasi Negara |1, 4
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Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara
mendatangi dan melakukan pemerikasaan di tempat objek yang diawasi.

b) Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan
tanpa mendatangi tempat pekerjaan atau objek yang diawasi atau
tegasnya diawasi dari jarak jauh, yaitu dengan cara mempelajari dan
menganalisa segala dokumen dan bahan laporan lisan yang menyangkut
objek yang diawasi.

4) Berdasarkan Ruang

a) Pengawasan Intern (Internal Control)
Pengawasan dari dalam wadah pemerintahan atau departemen,
pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam, yang
melakukan pengawasan berada didalam susunan organisasi objek yang
diawasi.

b) Pengawasan Ekstern (External Control)
Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang subjek atau yang
melakukan pengawasan berada di luar susunan organisasi objek yang
diawasi.”’

5) Pengawasan bersifat Rechtmatigheid dan Doelmatigheid
a) Pengawasan bersifat Rechtmatigheid atau segi legalitas adalah

pengawasan yang dilakukakan dengan cara menilai atau menguji segi

%’ Marbun SF, Hukum Administrasi Negara I1, 5
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hukum suatu perbuatan pemerintah, apakah perbuatan itu benar atau sah
menurut hukum.
Pengawasan bersifat Doelmatigheid atau kemanfaatan adalah pengawasan
yang dilakukan dengan menitik-beratkan pada segi kemanfaatan
(opportunitas)
b. Dasar Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan C
Dijelaskan dalam Pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang
pertambangan mineral dan batubara menjelaskan dalam pasal 140 ayat 2 bahwa
menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan
terhadap  penyelenggaraan  kewenangan pengelolaan dibidang usaha
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten/ kota. Dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah no 23 tahun
2010 pasal 9 ayat 2 bahwa menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada
gubernur dan lebih dijelaskan dalam pasal 18 Peraturan Daerah Jawa Timur No 1
Tahun 2005 bahwa pengawasan dan pembinaan pengelolaan usaha galian
golongan c dilakukan oleh:
1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan
dilaksanakan Dinas, dibantu oleh Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta
I, Bapedal dan Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat serta instansi terkait
lainnya.
2) Biaya pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Pemerintah Propinsi,
Perum Jasa Tirta | dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.?®

“Pelaksanaan pengawasan pertambangan Galian Golongan C di wilayah
sungai Brantas kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh Dinas. Dinas adalah

*8Peraturan Daerah Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 18 tentang pembinaan dan pengawasan
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Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun beberapa tahun kemaren ada
peraturan baru yang diturunkan dari Gubernur tentang memindahkan
kewenangan pelaksanaan pengawasan yang sebelumnya ESDM Tulungagung
yang melakukan pengawasan sekarang dipindahkan ke Sekda Perekonomian
Pemerintahan Kabupaten/Kota Tulungagung.”

Perkataan tersebut dijelaskan oleh perwakilan lembaga ESDM
Tulungagung dan dibenarkan oleh Sekda Perekonomian Tulungagung.
Lembaga Yang Berwenang Dalam Penyidikan Dan Alur Penyidikan

Lembaga yang diberikan kewenangan dalam penyidikan ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 149 yaitu pejabat kepolisian Negara
Republik Indonesia dan pejabat negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya dibidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai
penyidik. Adapun alur dalam penyidikan juga diatur dalam pasal yang sama yaitu
pasal 149 namun butir yang berbeda yang menjelaskan:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan
tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

3. Memanggil dan/ atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan
usaha pertambangan;

4. Menggeledah tempat dan/ atau sarana yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan
dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;

6. Menyegel dan/ atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

7. Mendatangkan dan/ atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan
usaha pertambangan;

8. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan.
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2. Dasar Pengaturan Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan C
Pengaturan pertambangan galian golongan C ini diatur oleh banyak dasar
dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur,
sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945
Terdapat dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa : a. Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat, b. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Terdapat juga pada pasal
33 yang menjelaskan bahwa : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas azaz kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting
bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara. Bumi dan air dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.?®
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara®
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini membahas tentang
pertambangan secara umum yang dijelaskan pada pasal 34 bahwa usaha

pertambangan dikelompokkan atas 2 jenis yaitu : pertambangan mineral; dan

»Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5, 33.
%9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara
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pertambangan batubara. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a digolongkan menjadi 4 jenis yaitu : pertambangan mineral
radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam;
dan pertambangan batuan. Pertambangan bahan galian golongan c termasuk
dalam pertambangan batuan yang diatur dalam peraturan pemeritah no 23 tahun
2010.

c. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 Tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pertambangan Kepada
Pemerintah Derah Tingkat |

Peraturan ini membahas tentang pemindahan kewenangan dalam
mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan galian
golongan ¢ yang dijelaskan dalam pasal 3 bahwa dalam rangka mewujudkan
titik berat otonomi pada Daerah Tingkat Il, maka sebagian urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat | menurut Peraturan Pemerintah ini
dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat Il tempat terdapatnya
bahan galian golongan c.

d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Tentang Ketentuan
Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian

Golongan C*

'K eputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Pengamanan Sungai
Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C
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Dalam keputusan menteri pekerjaan umum ini membahas tentang
ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan bahan
oalian golongan c biar tidak adanya suatu kerusakan atau ancaman terhadap
fungsi sungai dan bangunan di sekeliling sungai pertambangan dengan cara
pemberian rekomendasi teknis. Yang dijelaskan pada pasal 3 bahwa Kepada
Kepala Dinas Umum Daerah Tingkat | dan Kepala Cabang Dinas Pekerjaan
Umum / Kepala Cabang Dinas Pengairan Daerah Tingkat | atau Direksi Badan
Hukum tertentu dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan, diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberikan
rekomendasi teknis kepada penerbit SIPD penambangan bahan galian golongan
C

e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Pertambangan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat | Jawa
Timur®

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur Nomor 10
Tahun 1995 adalah penyempurnaan Peraturan Daerah Jawa Timur No 26 Tahun
1994 tentang ketentuan-ketentuan pertambangan galian golongan c. Peraturan
ini menjelaskan Tentang pengaturan pengelolaan Pertambangan Galian
Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur bagaimana cara

mengelola usaha pertambangan dari perizinan sampai sanksi untuk

2peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Pertambangan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur
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mendapatkan cadangan yang bisa dimanfaatkan secara optimal, bijaksana serta
tetap memperhatikan aspek masa depan. Yang dijelaskan dalam pasal 6
ketentuan perizinan yang meliputi beberapa point vaitu: 1zin dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat lIzin Pertambangan Daerah
(SIPD). Surat Izin Pertambangan Daerah diberikan untuk usaha eksplorasi,
eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian, penjualan serta pengangkutan.
Dalam Surat Izin Pertambangan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dimuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Surat
Izin Pertambangan Daerah. Tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban yang
termuat dalam Surat 1zin Pertambangan Daerah dapat mengakibatkan
dicabutnya Surat 1zin Pertambangan Daerah.

f. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang
Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah
Sungai Di Propinsi Jawa Timur®

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2005 penyempurnaan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995
tentang pengaturan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan c.
peraturan ini membahas tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur yang lebih

lengkap lagi dan mempunyai tujuan untuk mengamankan, melestarikan dan

%peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur
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untuk menghindari rusaknya lingkungan akibat pertambangan. Seperti yang
dijelasan dalam pasal 2 dan 3: Pasal 2 menjelaskan bahwa pengendalian usaha
pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya
pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam
rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat
bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Pasal 3 menjelaskan bahwa
Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menertibkan penambangan dan
memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar sungai untuk
memanfaatkan Bahan Galian Golongan C secara manual/tradisional, sehingga
terwujud adanya rasa memiliki, mengamankan, melestarikan sungai serta
bangunan-bangunan pengairan atau bangunan fasilitas umum lainnya agar
terhindar dari kerusakan akibat penambangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 ini menjelaskan
tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara. Khususnya dalam pelaksanaan persyaratan untuk melakuakan izin
usaha pertambangan yang diatur dalam pasal 23 yaitu : Persyaratan IUP
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif;

teknis; lingkungan; dan finansial.
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3. Maslahah Mursalah Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan ekploitasi kekayaan alam diperbolehkan dalam Islam,
hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum utama Islam untuk memenuhi

kebutuhan hidup manusia yaitu Al-Qur’an dalam Surat Al-Hadid ayat 4:
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Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia

bersemayam di atas “arsy[1453] Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam

bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa
yang naik kepada-Nya[1454]. dan Dia bersama kamu di mama saja kamu
berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut memberikan gambaran dan isyarat yang mendorong manusia
untuk melakukan kegiatan eksploitasi kekayaan alam. Bahwa apa yang masuk dalam
bumi dan keluar darinya memberikan petunjuk adanya sesuatu yang tersimpan dalam
perut bumi yang perlu diteliti dan dimanfaatkan oleh manusia.*

Islam bahkan juga mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk
mencapai suatu tujuan tertinggi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia dan
di akhirat. Dengan mengacu pada hal tersebut maka pengaturan tentang pengelolaan

pertambangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

secara umum adalah suatu bentuk upaya yang sesuai dengan prinsip Islam.

**Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Perkembangan sains dan teknologi berwawasan lingkungan
perspektif islam, 33

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Pembolehan dalam eksploitasi pertambangan ini menurut ajaran Islam harus
memperhatikan lingkungan agar tidak merusak lingkungan, bumi serta isinya.

Terkait dengan pengelolaan pertambangan dalam Islam berlaku kepemilikan
sumberdaya alam secara umum bukan secara individual. Hal ini sesuai dengan hadist
rasulullan SAW vyang diiriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari seorang kaum
Mubhajirin, yaitu: Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga
hal, yaitu air, padang gembala dan api,”* dalam hal ini barang tambang menjadi
kepemilikan umum yang dikelola oleh Negara Indonesia untuk didistribusikan
kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah memberikan kekuasaan
dan kebebasan untuk memperlakukan atau mengoptimalkan benda yang dimilikinya.
Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum),
dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya
secara individu. Termasuk dalam hal ini kepengelolaan barang tambang tidak boleh
dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara
umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar
kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah
dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar

dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya,

*Fikriyah Uswatul, Perubahan Pengelolaan Pertambangan Oleh PT. Freeort Indonesia Dari Kontrak
Karya Menjadi IUPK Dalam Perspektif UUD 1945 Dan Hukum Islam, (Universitas Brawijaya, 2015)
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akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik
negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena
hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya
keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.®*® Karena
dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat
dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan
besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan
pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus
dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum
muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk
kemaslahatan.®” Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang
dalam suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap
barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah
milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Seorang ahli ekonomi Islam, Tagyuddin anNabhani mempunyai pandangan
yang sama dengan ulama kalangan Malikiyah, bahwa negaralah yang melakukan
pengelolaan hak milik umum (collective property) serta milik negara (state property).
Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan

kepada siapa pun. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, negara

**Tagyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, alih bahasa: Moh.
Maghfur Wachid, cet. ke-7 (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 252

yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa: Didin
Hafidhuddin dkk (Jakarta: Robbani Press, 1997), 138
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sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang
boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan
tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak.*®

Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa semua barang atau bahan tambang
adalah milik orang banyak sekalipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Oleh
karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah
miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya secara individu. Barang tambang
tersebut menjadi milik umum, maka harus diberikan kepada negara sebagai
perwakilan rakyat untuk mengelolanya.*®

Maksud dari Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini termasuk
kekuasaan untuk memberikan izin kepada individu atau kelompok untuk
melaksanakan usaha pertambangan di Indonesia dalam hal ini seyogyanya
memperhatikan akan kelestarian lingkungan. Perizinan dan pengawasan yang ketat
terhadap pelaksanaan eksploitasi selayaknya bisa dijalankan dengan lancar sesuai

dengan peraturan perundangan yang ada

**Tagyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, 224
*Anwar Habibi Siregar, Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,
(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)
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BAB I11
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian dengan
melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat** dan mempelajari secara intensif
tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu,
kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian yuridis empiris lebih menekankan
pada segi observasinya.*’ Observasi untuk mengetahui Implementasi Pengawasan
Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten
Tulungagung.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.
Yuridis Sosiologis adalah sebuah pendekatan penelitian berasal dari persoalan yang
ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan
sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut meyangkut dan tidak terpisahkan oleh
hukum yang berlaku.** Mengenai Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian
Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23
Perturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam). Adapun alasan

peneliti untuk menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini

“0zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet.Ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 11
*Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum (Bandung: Mandar maju, 2008), 125
*23alim HS, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta:Rajawali
Pers,2013), 23
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merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan fakta/praktek mengenai
proses bekerjannya hukum di masyarakat, yakni mengkaji Implementasi Pengawasan
Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten
Tulungagung (Studi Pasal 23 Perturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan
Hukum Islam).
. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tulungangung. Kantor
Pemerintahan Kabupaten Tulungagung JI. Ahmad Yani Timur Nomor 37
Tulungagung, Jawa Timur dan Kantor Perum Jasa Tirta | Kalituri, Wonorejo,
Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang mana kedua Badan tersebut
sangat dominan dan merupakan badan yang mempunyai tugas pengawasan terhadap
pertambangan. Adapun subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang
yaitu para pejabat yang berwenang dalam Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan
Perum Jasa Tirta | Tulungagung.
. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek, yaitu memilih informan berdasarkan penilaian atau
pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri dan sifat, serta karekteristik yang mempunyai
keterkaitan dengan objek penelitian, berdasarkan pengetahuan dan informai yang
dimiliki.* Penentuan subyek ini ditunjukkan bagi mereka yang menguasai atau
memahami sesuatu bukan hanya mengetahui, tetapi juga menghayatinya, yang

tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, dan

“3Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum, 159
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tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Atas dasar ini,
maka penelitian menunjuk para pejabat yang berwenang dalam Sekda Perekonomian
Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta | Tulungaguna.
. Sumber Data
Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Berdasarkan sudut
pandang penelitian hukum diungkapkan, peneliti pada umumnya mengumpulkan data
primer dan sekunder.
1. Data Primer
Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber
informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang
diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara,
serta dokumentasi, yaitu para pejabat yang berwenang dalam Sekda
Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta |
Tulungagung.**
2. Data Sekunder
Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak

langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, dan dokumen yang

*Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2007),42
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berkaitan dengan masalah tersebut.*® Data Sekunder yang didapat dari beberapa

dasar pengaturan pengelolaan usaha pertambangan galian golongan c yaitu:

1.

2.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 Tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pertambangan Kepada
Pemerintah Derah Tingkat |

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Tentang
Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan
Bahan Galian Golongan C

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur Nomor 10 Tahun
1995 Tentang Pertambangan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat
| Jawa Timur

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005
Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada
Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

*Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2012), 62.
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F. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam,
dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:
1. Wawancara
Menurut Soerjono Soekanto wawancara adalah suatu proses yang
digunakan untuk memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan
menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan diskripsi tentang suatu hal.
Fungsi wawancara yaitu untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi.*®
Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan
dengan cara “face-to-face”,artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung
dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal yang diinginkan dan
jawaban responden dicatat oleh pewawancara.*” Wawancara dilakukan dengan
para pejabat yang berwenang dalam Sekda Perekonomian Pemerintahan
Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta | Tulungagung.
Adapun beliau-beliau yang mewakili Pemerintahan Kabupaten
Tulungagung dan Perum Jasa Tirta | Tulungagung sebagai berikut :
1. Hadi Witoyo ST & Abd Basid M Kepala SDJA dan Pengatur SDJA
Tulungagung.

2. Daryanto Kepala Sekda Perekonomian Kabupaten Tulungagung.

**Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakrta: Ul-Press, 2014), 25
*’Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57
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2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber
tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi,
dan sebagainya teknik pengambilan data cara membaca dan mengambil
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip serta aturan atau ketentuan yang
diterapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 maupun Peraturan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta | Tulungagung.*®

G. Metoda Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan
pemeriksaan data (editing), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang
digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti
adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (content
analysis).*® Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan
Data (Editing) dalam tehnik ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta
keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu para pejabat yang
berwenang dalam Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan
Perum Jasa Tirta | Tulungagung.®® Klasifikasi (classifying) ini bertujuan untuk
memilah data yang diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan

penelitian. Verifikasi (verifying) dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan

**Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),145
*Comy R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya
(Jakarta: Grasindo, 2010),9

*Andi Rianto, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005),17
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kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna
memperoleh keabsahan data. Analisis (analyzing) adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi. Tahap terakhir adalah kesimpulan (concluding) peneliti
mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.>*

>'Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu’amalah, (Ponorogo: STAIN Press, 2010),84
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Jasa Tirta |

Perum Jasa Tirta | (PJT) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air
yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta
melaksanakan tuga-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan
wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

Ide pendirian badan usaha ini muncul sejak tahun 1970an, setelah selesainya
dua bendungan besar diwilayah sungai brantas. Selanjutnya setelah melakukan studi
banding ke beberapa lembaga pengelolahan air dan/atau prasarana SDA di Amerika,
Australia, Inggris, Jepang dan Perancis pada awal tahun 1980an diputuskan untuk
mengkaji viabilitas dari pendirian suatu lembaga pengelolaan serupa di Indonesia.

Atas dasar usulan yang masuk dan pertimbangan strategis, maka pekerjaan
mengkaji kemungkinan pendirian badan usaha ini diserahan kepada konsultan PT
Indoconsult yang dipimpin almarhum Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo. Setelah
melalui beberapa kali pembicaraan para pakar sumber daya air pada saat itu, baik
mengenai lingkup tugas dan sasaran yang hendak dicapai, PT Indoconsult
menyepakati untuk menyerahkan laoran hasil studi kepada menteri peerjaan umum
yang saat itu di jabat oleh DR. Ir Suyono Sosrodarsono.

Pada tanggal 4 November 1986, dalam rapat yang dipimpin menteri PU

disepakati pembentukan suatu lembaga yang menangani wilayah Sungai Brantas
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dengan nama Perum Jasa Tirta Brantas. Setelah melalui pembahasan antar
departemen yang cukup rinci dan panjang, akhirnya disepakati untuk menerbitkan
Peraturan Pemerintah sebagai akta pendirian Perum Jasa Tirta di wilayah Sungai
Brantas. Pada tanggal 12 Februari 1990, terbitlah Pp Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Perum Jasa Tirta sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
berkedudukan di Kota Malang. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan PP No 5 Tahun
1990, pada tanggal 1 November 1991, lahir peraturan menteri PU Nomor
:56/PRT/1991 tentang Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum
(Perum) Jasa Tirta. Peraturan ini merupakan arahan operasional bagi Perum Jasa
Tirta.

Konsep pendirian suatu BUMN yang memberi pelayanan air untuk
membiayai pemeliharaan prasarana pengairan, merupakan hasil pengembangan
wacana dari sejumlah tokoh dalam teknokrasi sumberdaya air, seperti Sutami,
Suyono Sosrodarsono, Soeryono Dan Soenarno. Para tokoh tersebut telah melihat,
pengelolaan sumberdaya air tidak dapat dipisahkan dari partisipasi finansial para
pengguna dan penerima manfaat layanan air.

Melalui PP No 93 Tahun 1999, Perum Jasa Tirta namanya diubah menjadi
Perum Jasa Tirta I (PJT 1). Wewenang pengelolaanya juga ditambah dengan 25
sungai di wilayah DAS Bengawan Solo, melalui Keputusan Presiden No 129 pada
Tahun 2000. Untuk mengakomodir kegiatan pengusahaan yang semakin berkembang
seiring pertumbuhan perusahaan yang dilakukan penyempurnaan dengan mengubah

PP No 93Tahun 1999 melalui PP No 46 Tahun 2010.
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Visi Perum Jasa Tirta | adalah Menjadi Perusahaan Sumber Daya Air
Nasional Kelas Dunia. Misi Perum Jasa Tirta | adalah Mengelola sumber daya air
secara terpadu sesuai penugasan pemerintah. Memberikan layanan terbaik kepada
pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan. Meningkatkan nilai tambah sumber
daya air dan sumber daya lainnya. Mengelola perusahaan secara professional.
Inovatif dan berkinerja unggul sesuai perinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Praktek Implementasi Pengawasan Oleh Perum Jasa Tirta dan Pemerintahan
Kabupaten Tulungagung terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian
Golongan C di Wilayah Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung

Pengawasan pertambangan galian golongan ¢ diatur pada Undang-Undang
No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan dalam
pasal 140 ayat 2 bahwa menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di
bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan
olen pemerintah kabupaten/ kota. Dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah No 23
Tahun 2010 pasal 9 ayat 2 bahwa menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada
gubernur. Pengawasan gubernur dibantu oleh beberapa instansi yang diatur dalam
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 dalam pasal 18 telah
menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan dilaksanakan
Dinas, dibantu oleh Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta |, Bapedal dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota setempat. Tata cara pelaksanaan dalam pasal 18 ini
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diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Dinas yang disebutkan dalam pasal ini
adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur.

Perwakilan dari Dinas ESDM menjelaskan bahwa:

“Gubernur baru mengeluarkan peraturan baru tentang pelimpahan tugas untuk
mengurusi pertambangan pasir, dulu memang ESDM diberi wewenang untuk
mengelola pertambangan tapi dengan adanya peraturan baru tersebut ESDM tidak
mempunyai wewenang lagi dan dilimpahkan ke Sekda Perekonomian pemerintahan
kabupaten Tulungagung”

Pihak Sekda Perekonomian membenarkan atas penjelasan bahwa kewenangan
pertambangan dipindahkan ke Sekda Perekonomian.

Implementasi Perizinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh pendapat bahwa
dalam implementasi Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Kkhususnya
pertambangan Galian Golongan C yang dilakukan di Sungai Brantas Kabupaten
Tulungagung yang dipaparkan oleh lembaga Perum Jasa Tirta dan Sekda
Perekonomian Kabupaten Tulungagung ini dibagai menjadi dua point diantaranya :
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Ketika peneliti menanyakan tentang persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi,
jawaban yang diperoleh dari instansi terkait adalah:

Ketika peneliti menanyakan apakah para penambang sudah mengumpulkan
seluruh persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi seperti surat permohonan,
surat keterangan domisili dan susunan pengurus atau pemegang saham, jawaban yang

diterima oleh peneliti dari para perwakilan instansi memiliki kesamaan. Dengan tegas
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dari salah satu perwakilan instansi terkait Ketua Perum Jasa Tirta | Tulungagung
beliau Hadi Witoyo ST menjelaskan bahwa:

“Untuk masalah persyaratan izin usaha pertambangan para penambang tidak ada
yang sesuai, karena mereka kurang memperhatikan prosedur izin usaha
pertambangan, mereka memikirkan bagaimana mereka bisa melakukan pertambangan
tanpa adanya izin yang harus dipenuhi dulu, karena dalam benak mereka jikalau
mereka melakukan perizinan sudah pasti tidak diizinkan. Akhirnya mereka tidak ada
yang melakukan perizinan sesuai dengan prosedur, padahal izin eksplorasi ini adalah
suatu izin untuk melihat bagaimana kondisi sungai apakah masih bisa untuk
dilakukan pertambangan atau tidak.”

Jawaban yang sama, hasil wawancara dengan beliau Daryanto Ketua Sekda
Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung menjelaskan:

”Para penambang tidak ada yang sesuai dengan persyaratan izin usaha
eksplorasi, tidak adanya surat pengajuan permohonan akan diadakannya
pertambangan dari mereka ataupun yang lainnya, mereka langsung saja melakukan
pertambangan ditempat yang dimana bisa menghasilkan hasil tambang yang banyak.
Akhirnya mereka seenaknya dalam melakukan pertambangan.”®

Izin usaha pertambangan eksplorasi adalah penentu dari proses pertambangan
produksi, pertambangan eksplorasi adalah suatu pertambangan yang bertujuan untuk
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, kualitas
sumber daya yang ada serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan
hidup. Pada pertambangan ini apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak
untuk ditambang, maka pertambangan produksi bisa dilanjutkan atau dijalankan
tetapi apabila pada pertambangan eksplorasi ini sudah tidak memenuhi kelayakan

maka pertambangan produksi tidak dapat dilanjutkan atau dijalankan karena sudah

dianggap kualitas sumber daya sudah tidak layak untuk dibuat pertambangan. Apabila

*Hadi Witoyo, Wawancara, (Tulungagung, 17 Juni 2019)
*Daryanto, Wawancara, (Tulungagung, 13 Juni 2019)
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pertambangan tetap dijalankan maka dampak yang akan dihasilkan lebih
membahayakan atau merugikan bagi lingkungan hidup atau sosialnya.
Izin Usaha Pertambangan Produksi

Implementasi para penambang sudah mengumpulkan seluruh persyaratan izin
usaha pertambangan produksi seperti surat permohonan, surat keterangan domisili,
profil perusahaan jika perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan akte pendirian
perusahaan,hasil wawancara dengan beliau Hadi witoyo ST menjelaskan:

“Persyaratan ataupun izin untuk mendirikan perusahaan pertambangan
produksi juga tidak ada. Karena dari tahap awal mereka sudah tidak berani
melakukan perizinan eksplorasi, maka untuk perizinan produksi tidak diajukan juga.
Padahal perizinan ini bisa menjadi acuan atau pedoman buat mereka untuk
melakukan pertambangan. Akhirnya banyak peraturan-peraturan yang dilanggar oleh
para penambang, dari tidak adanya pembayaran pajak, lokasi pertambangan yang
semena-mena, tidak adanya laporan masuk dalam pertambangan keinstansi terkait.
Akhirnya banyaknya kerusakan yang terjadi dari pinggiran sungai, laju aliran sungai
sampai banyak keresahan masyarakat sekitar yang diakibatkan dari pertambangan
yang tidak mempunyai izin ini. Banyak masyarakat, instansi dan pemeintah yang
merasa dirugikan dengan berjalannya pertambangan ini.”>*

Sama dengan hasil wawancara dengan beliau Daryanto, juga menjelaskan:

“Kembali lagi keawal, mereka pada perizinan untuk usaha pertambangan
eksplorasi sudah tidak mengajukan maka untuk izin usaha produksi juga tidak
melakukan perizinan juga. Sebab dari tidak adanya izin resmi, sehingga mereka serta
merta leluasa dalam pengambilan pertambangan serta pembayaran. Banyak kerusakan
yang sudah diakibatkan, sekarang masyarakat sudah mulai resah dengan terkikisnya
bantalan jembatan yang sudah agak merosot nanti ditakutkan bakal menjadi penyebab
robohnya jembatan tersebut. Perizinan yang tidak dilakukan oleh para penambang
juga menjadikan para penambang leluasa melakukan pertambangan tanpa adanya
timbal balik yang harus dilakukan dari setiap kerusakan seperti memelihara
lingkungan, memperbaiki lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan dan
mematuhi tatacara pertambangan >

>**Hadi Witoyo, Wawancara, (Tulungagung, 17 Juni 2019)
>*Daryanto, Wawancara, (Tulungagung, 13 Juni 2019)
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Para penambang yang tidak melakukan izin usaha produksi bisa disebut
dengan pertambangan yang illegal. Pertambangan yang dilakukan oleh para
penambang tidak ada yang terikat dengan peraturan atau hukum pada peraturan
pertambangan karena mereka tidak mempunyai izin. Apabila sebuah pertambangan
sudah tidak memiliki izin maka kebelakangnya akan menyebabkan pelanggaran-
pelanggaran yang baru. Dilihat dari segi alat-alat yang digunakan, letak lokasi,
pemeliharaan lingkungan hidup disekitar pertambangan, pembayaran pajak, retribusi,
sewa lahan dan tanggung jawab atas kerusakan yang telah diakibatkan oleh
pertambangan. Para penambang dalam pengambilan pertambangan tidak mengenal
titik dimana lokasi tersebut sudah sangat rawan untuk sekitarnya, namun para
penambang memilih dimana ada tempat yang menghasilkan pertambangan yang
banyak maka tempat atau lokasi tersebut akan dikeruk sebanyak-banyaknya.
Akhirnya dampak yang diakibatkan banyak bantalan atau pinggiran sungai yang
terkikis sampai longsor. Tanggung jawab yang diberikan oleh para penambangpun
tidak ada mereka mengambil tanpa adanya tindakan untuk melakukan perbaikan atas
kerusakan yang sudah diperbuat dari pertambangan tersebut.

Para penambang pasir yang berada disungai Brantas Kabupaten Tulungagung
sudah melanggar peraturan yang berada dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang
yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00

('sepuluh miliar rupiah).
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2. Pengawasan Terhadap Perizinan dan Pelaksanaan Pertambangan
Pengawasan yang bisa dilakukan oleh Perum Jasa Tirta sendiri dalam
perizinan dan pelaksanaan pertambangan, hasil wawancara dengan beliau Hadi
Wiyoto ST menjelaskan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta terhadap perizinan tidak
terlalu aktif. Akan tetapi pihak Perum Jasa Tirta lebih aktif terhadap pengawasan
pelaksanaan pengelolaannya yang bersifat langsung pada kegiatan pertambangan
yang dilakukan, akan tetapi pengawasan ini hanya sekedar pelaporan saja tidak bisa
melakukan pengeksekusian secara langsung karena pengeksekusian bukan
kewenangan atau tidak mempunyai kekuatan dari Perum Jasa Tirta sendiri. Adanya
para penambang yang tidak sesuai dengan proses perizinan pertambangan membuat
pihak Perum Jasa Tirta hanya bisa melaporkan pada pihak yang berwenang untuk
menghentikan sebuah pertambangan, karena dengan tidak sesuainya perizinan
pertambangan akan menyebabkan banyak permasalahan baru. Bagaimana tidak
memunculkan banyak masalah baru, dari tidak adanya perizinan membuat para
penambang seenaknya sendiri dalam hal pertambangan tanpa adanya aturan dan
ikatan secara resmi. Para penambang sendiri juga sudah sering mendapatkan teguran
atau papan peringatan terkait pertambangan namun para penambang masih saja
melakukan pertambangan. Pihak Perum Jasa Tirta sendiri sudah tidak lagi hanya
melakukan pengawasan saja tapi sudah bergerak langsung seperti pemasangan papan-
papan peringatan dilarangnya melakukan pertambangan, melakukan musyawarah
penertiban terhadap pertambangan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat
pertambangan. Pihak Perum Jasa Tirta juga sudah melakukan beberapa tindakan
laporan kepada instansi yang berwenang seperti Satpol PP Jawa Timur, Polisi Daerah
Jawa Timur dan instansi lain. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Perum Jasa
Tirta sendiri selaku pengelola wilayah sungai selalu memberikan pemberitahuan
kepada sang pemilik aset Sungai yaitu Balai Besar Wilayah Sungai. Namun
eksekusinya masih kurang, inilah yang menjadi problem kesulitan dari Perum Jasa
Tirta, Perum Jasa Tirta hanya bisa melaporkan permasalahan tapi kita tidak
mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi langsung. Terhadap penghentian
pertambangan masih saja para penambang yang masih melakukan pertambangan,
dikarenakan itu tadi, adanya kebocoran informasi akan di adakannya penertiban
membuat para penambang melarikan diri. Sehingga Perum Jasa Tirta hanya bisa
melakukan sosialisasi berupa pendirian papan peringatan dilarangnya pertambangan
di dekat sungai-sungai agar para penambang tidak melakukan pertambangan lagi.””*®

Hasil yang sama juga dijelaskan oleh beliau Daryanto bahwa:

**Hadi Witoyo, Wawancara, (Tulungagung, 17 Juni 2019)
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“Pengawasan kita tidak bisa langsung bertindak, apabila tidak adanya arahan
dari atasan, karena penambang juga tidak ada yang melakukan izin secara prosedur,
jadi kita hanya bisa melakukan pemantauan saja. Apabila kita mau melakukan
tindakan langsung maka kita tidak mempunyai kekuatan. Tidak adanya perizinan
membuat pemerintahan serta masyarakat dirugikan karena tidak adanya pemasukan
yang masuk untuk kemakmuran bersama, seperti pajak, retribusi, sewa lahan dll.
Malah mereka membuat kerusakan tanpa adanya tangung jawab dari para
penambang. °’

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta dan Sekda
Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung termasuk pengawasan bagian
eksternal yang mana bentuk pengawasannya terhadap jenis kegiatan yang bertujuan
untuk menjamin penyelenggaraan sebuah kegiatan yang baik untuk pemerintahan
atau badan yang terkait. Dalam bentuk waktu pengawasan dari Perum Jasa Tirta dan
Sekda Perekonomian pengawasan Represif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan
setelah adanya suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam bentuk jarak
pengawasan secara tidak langsung dan bisa secara langsung, pengawasan secara tidak
langsung yaitu suatu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pekerjaan
atau objek yang diawasi, tetapi mempelajari dan menganlisa dari segala bentuk
laporan yang telah ada, sedangkan secara langsung yaitu langsung mendatangi di
tepat lokasi. Bentuk pengawasan berdasarkan ruang termasuk dalam pengawasan
intern yaitu pengawasan yang dilakukan dari dalam, yang melakukan pengawasan
berada dalam susunan organisasi objek yang diawasi.

Adanya laporan dari masyarakat tentang adanya pertambangan illegal yang

terjadi di Sungai Brantas adalah langkah pertama dari pihak Perum Jasa Tirta dan

Sekda Perekonomian untuk melakukan pengawasan. Berawal dari laporan masyarakat

*’Daryanto, Wawancara, (Tulungagung, 13 Juni 2019)
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atau instansi yang terkait akan diproses sebuah penertiban. Tahapan penertiban

mempunyai beberapa alur yang saling berkesinambungan yaitu:*®

1.

Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya
pertambangan illegal

Laporan dari masyarakat/instansi diproses oleh Perum Jasa Tirta, pihak
Perum Jasa Tirta membuat laporan kepada Polres Tulungagung untuk
diteruskan kepada Polda Jawa Timur dan Satpol PP Jawa Timur untuk
melakukan peringatan

Pihak Polda Jawa Timur dan Satpol PP Jawa Timur memberikan
peringatan kepada para penambang agar menghentikan pertambangan
Apabila pada peringatan pertama para penambang masih melakukan
pertambangan maka, pihak Perum Jasa Tirta memberikan laporan lagi
kepada Polres Tulungagung untuk diteruskan kepada Polda Jawa Timur
dan Satpol PP Jawa Timur untuk melakukan peringatan lagi dan dibantu
oleh pihak Perum Jasa Tirta sekaligus pemasangan papan peringatan
larangan pertambangan

Apabila pada peringatan kedua masih adanya pertambangan, pihak Perum
Jasa Tirta dan instansi yang terkait melakukan kordinasi untuk melakukan

penertiban. Pada tahapan ini terdapat masalah ketika pada waktu

*® Hadi Witoyo, Wawancara, (Tulungagung, 17 Juni 2019) & Daryanto, (Tulungagung, 13 Juni 2019)
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penertiban, karena terdapatnya kebocoran informasi kepada para
penambang.

. Akibat dari kebocoran informasi akan diadaknnya penertiban, ketika pada
waktunya penertiban yang dilakukan oleh pihak Polres, Polda, Satpol PP,
Perum Jasa Tirta dan instansi yag terkait tidak ada sama sekali penambang
atau orang yang melakukan pertambangan melainkan hanyalah alat-alat
yang digunakan waktu pertambangan.

. Sebab tidak adanya seseorang atau penambang pada hari penertiban untuk
dimintai keterangan maka alat-alat yang digunakan untuk melakukan
pertambangan disita oleh Kepolisian dan Satpol PP untuk dijadikan

sebuah bukti.
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Sumber: Wawancara Hadi Witoyo (Perum Jasa Tirta)
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Dalam setiap alur peringatan sampai penertiban terdapat banyak kendala yang
dihasilkan, ketika adanya pemberian laporan dari pihak Peum Jasa Tirta ke Polda
Jawa Timur dan Satpol PP, pihak Polda Jawa Timur dan Satpol PP tidak pasti
langsung melakukan pengeksekusian, tetapi butuh waktu untuk melakukan
pengeksekusian sampai pihak Perum Jasa Tirta sampai melakukan surat laporan
susulan untuk segera melakukan pengeksekusian. Dalam pengeksekusian lapangan
langsung pihak Perum Jasa Tirta tidak mempunyai kekuatan apabila tanpa adanya
kerja sama dengan Polda Jawa Timur dan Satpol PP. Adanya miskomunikasi atau
kurang kordinasinya antara pihak Perum Jasa Tirta, Sekda Perekonomian dengan
Satpol PP dan Polda Jawa Timur tentang pemeriksaan ini menyebabkan para
penambang bisa lebih lama melakukan pertambangan yang sudah meresahkan banyak
orang.

Kebocoran informasi ketika akan diadakannya penertiban juga menjadi
masalah tersendiri bagi pihak Perum Jasa Tirta dan instansi lain, karena dari
kebocoran informasi inilah pada waktu penertiban tidak adanya seseorang yang bisa
dimintai keterangan sebagai pelanggar. Akhirnya dalam proses penertiban hanya
mendapatkan alat-alat yang digunakan untuk pertambangan yang akan dijadikan bukti
sebagai pelanggaran pertambangan. Sekaligus dilakukan penghentian pertambangan,
dalam penghentian pertambangan ini hanya berjalan beberapa saat saja, habis itu para
penambang illegal melakukan pertambangan lagi.

Pertambangan yang seperti ini sudah sering terjadi pada kawasan sungai

Brantas. Penyebab dari kejadian pertambangan ini karena kurangnya pengawasan
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secara rutin yang dilakukan oleh perwakilan setiap instansi terkait. Kurangnya
pengawasan dari instansi terkait akhirnya memberikan dampak pada lingkungan yang
berasal dari kegiatan pertambangan liar ini seperti terkikisnya bantalan sungai, tidak
stabilnya aliran sungai dan merosotnya bantalan bawah jembatan disekitar
pertambangan. Pihak Perum Jasa Tirta selaku pengelola dan pengawas melakukan
perbaikan juga dengan semampu dana pihak Perum Jasa Tirta apabila dana untuk
perbaikan masih kurang maka pihak Perum Jasa Tirta melaporkan kepada pemilik
aset sungai yaitu Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk menganggarkan
kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan
sungai.
. Implementasi Pengelolaan Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas
Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum Islam

Salah satu istinbath hukum yang diakui keberadaanya dan sudah digunakan
oleh para ulama dan tidak ada nashnya adalah Maslahah Mursalah, Maslahah
Mursalah sendiri merupakan suatu upaya preventif agar tidak adanya suatu masalah
negative. Hukum islam tidak hanya mengatur tentng hukum yang sudah dilakukan
tetapi juga mengatur suatu hukum yang akan terjadi. Hal ini bukan berarti hukum
islam cenderung mengekang suatu pergerakan manusia tetapi lebih untuk
mewujudkan suatu hukum islam yang bermaslahah dan menghindari kerusakan

(mufsadah).*®

**Nasrun Haroen, Figh Muamalah, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2007),31
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Ditinjau dari analisis diatas bahwa kegiatan penambangan pasir di Sungai
Brantas Kabupaten Tulungagung menurut hukum islam tidak boleh, jika eksploitasi
atau penggunanya melampaui batas karena lingkungan hidup mempunyai suatu
regenerasi dan asimilasi yang terbatas, dan apabila sudah terlampaui batas maka
sumber daya akan juga mengalami kerusakan dan fungsinya yang menjadi faktor
produksi dan konsumsi akan mengalami gangguan.®® Hal tersebut sejalan dengan
firman Allah SWT pada QS Al-A’raf ayat 56 tentang larangan manusia untuk

merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

z
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“ dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan

baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat

kebaikan.”®

Namun kemudian menjadi boleh apabila situasi tersebut banyak maslahah
(manfaat), yaitu mulai dari meningkat penghasilan masyarakat, membuka lapangan
pekerjaan, meningkatkan kreatifitas masyarakat, mencegah pendangkalan sungai dan
pengaktifan wilayah. Intinya banyak yang diuntungkan apabila adanya suatu

penambangan pasir di sungai brantas. Pada dasarnya dalam hukum islam menjelaskan

bahwa pengelolaan sumber daya tambang harus menjaga keseimbangan dan

%%y usuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa:
Didin Hafidhuddin dkk (Jakarta: Robbani Press, 1997),138.
*1QS. al-A’raf(7): 56
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kelestarian. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus
dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.®® Seperti dalam firman Allah SWT, QS

Ar-Rum : 41

< [P <P aa & of o v e . e - PP
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“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”®

Dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT. Meyuruh agar semua umat
masyarakat ikut untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan syarat-syarat Maslahah Mursalah untuk dapat di jadikan hujjah menurut

imam al-Ghazali di atas sebagai berikut:

1. Pertambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung, pertama
seharusnya dengan adanya pertambangan ini banyak masyarakat sekitar yang
mencari rezeki melalui tambangan dan menggantungkan hidupnya pada
pertambangan ini, namun dengan adanya pertambangan ini tidak semua
masyarakat menggantungkan rezekinya dengan pertambangan ini, hanya orang-
orang tertentu saja yang menambang pasir untuk memenuhi keinginannya.

Mereka pun pengambilannya secara seenaknya sendiri. Hal ini tidak sesuai

dengan keinginan syara’.

*2yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,145
$QS. Ar-Rum (30): 41.
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2. Pertambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung, dijalankan atas
dasar saling bantu atau adanya penambangan ini untuk membantu masyarakat
dalam pencarian nafkah yang kurang mampu, namun penambangan ini tidak
membantu kepada masyarakat seutuhnya malah lebih banyak meresahkan pada
masyarakat dan pemerintahan setempat. Dan pertambangan ini tidak dijalankan
sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

3. Pertambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung, sangat
membantu bagi masyarakat dalam segi perekonomian, namun penambangan
pasir pada daerah ini sebagian besar merugikan masyarakat dikarenakan
banyakanya para penambang yang berlebihan dalam pengambilan pasir sehingga
mengakibatkan rusaknya tanggul, terkikisnya bibir sungai akibat galian pasir
yang tidak mempetimbangkan galian dan tercemarnya sumber mata air
disekelilingnya.®*

Dari kriteria diatas, maka penambangan yang berada pada Sungai Brantas

Kabupaten Tulungagung belum memenuhi Persyaratan Maslahah Mursalah, malah

penambangan tersebut termasuk dalam penambangan yang merusak atau merugikan

jadi dalam islam, penambangan tersebut seharusnya dihindari.

* Asrof Yahya Prayoga, Analisis Maslahah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005
Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro, ( Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
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Kewajiban umat islam dan upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan
hidup dalam berinteraksi dan mengelola lingkungan, manusia mengemban tiga
amanat dari Allah vaitu:

1) Al-Intifa’. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untu mengambil manfaat
dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan
kemaslahatan.

2) Al-I'tibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia
dibalik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran di berbagai kejadian dan
peristiwa alam.

3) Al-Islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian
lingkungan itu.®

Dengan semangat mengemban amanat diatas, yaitu seharusnya menjaga,
memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam yang salah satunya pada
penambangan pasir di Sungai Brantas.

Peran manusia sangat memengaruhi dalam pelestarian lingkungan, manusia
sebagai khalifah dibumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah

Ayat 30 yanga berbunyi:

-
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Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak
menjadikan khalifah dibumi).®®

65Adji Supo, Analisa Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Penambangan Pasir Di Desa
Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, (Universitas Brawijaya, 2017)
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Arti khalifah di sini adalah: seseorang yang ditugaskan untuk memimpin suatu
wilayah yang mempunyai kewajiban menciptakan suatu masyarakat yang mempunyai
hubungan dengan Allah baik, masyarakat yang harmonis, agama, akal dan budayanya
terpelihara.®’

Berdasarkan aktifitas yang dilakuakan oleh penambang Sungai Brantas
Kabupaten Tulungagung menunjukkan kenyataan bahwa para penambang tidak
menyadari peran lingkungan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.
Kurangnya kesadaran menimbulkan krisis ekologis atau kerusakan lingkungan.
Penambangan pasir yang telah dilakuakan hakekatnya bukan lagi mengelola dan
memanfaatkan tetapi sudah berubah menjadi merusak lingkungan sekitarnya dan
merugikan masyarakat secara umum. Seakan-akan mereka memandang secara
implisit bahwa manusia adalah pemilik alam dan berhak berbuat apa saja. Padahal
alam sendiri juga mempunyai makna sebagai penompang kehidupan, maka alam juga
patut di hargai dan dikelola dengan baik. Pemeliharaan terhadap alam bukan hanya
untuk alam sendiri melainkan untuk manusia juga. Oleh karena itu semestinya
manusia juga harus menjaga, memelihara dan melestarikan untuk kepentingan
bersama dan kelangsungan hidup makhluk lainnya.

Ajaran islam mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan hidup. Islam juga
mendorong Kkita untuk melestarikan lingkungan demi kelangsungan makhluk hidup

(manusia), ajaran islam melarang kegiatan yang merusak alam, termasuk

%Qs. Al-Bagarah (2): 30
*’Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, 20
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penambangan yang merusak ekologis serta ekosistem seperti di sekitar daerah
penambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung. Seperti yang

tergambar dalam QS Al-Qashash ayat 77, diterangkan:

da 3
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“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yang berbuat kerusakan.”®
Itulah pandangan islam terhadap masalah lingkungan. Pencemaran lingkungan
baik berupa air maupun tanah merupakan suatu ancaman buat kehidupan manusia

atupun kelestarian alam. Bahkan Al-Qur’an surat Ar-Rum 41 telah menjelaskan :

Oghorss a4lal ot ol Gty 4808 0 e E8G 2 S g B 54

“Telah Nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan

yang benar).”69

Menurut hukum figih perbuatan apapun yang mengancam kehidupan
manusia, terlebih lagi komunitas manusia secara keseluruhan yang mangakibatkan

kerusakan lingkungan harus dihindari. Untuk memenuhi keutuhan dan terciptaya

tujuan syar’i (maqashid as-syariah).

%QS. Al-Qashash (28): 77
%QS. Ar-Rum (30): 41
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari Bab | sampai dengan Bab VI, dapat

disimpulkan bahwa :

1.

Implementasi pengawasan yang dilakukn oleh lembaga yang berwenang ( Perum
Jasa Tirta dan Sekda Perekonmian Tulungagung) dalam pengendalian usaha
pertambangan galian golongan ¢ di Sungai Brantas kabupaten Tulungagung
dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 masih kurang
efektif karena dalam pengawasan tersebut kurangnya kordinasi antar lembaga
satu dengan yang lain untuk pemeriksaan, sehingga mengakibatkan tidak
rutinnya pemeriksaan, kebocoran informasi pemeriksaan kepada para penambang
yang mengakibatkan tidak adanya tersangka dalam pemeriksaan, dan semua
pertambangan yang berada di sungai Brantas termasuk dalam pertambangan
ilegal. Pengawasan dari Perum Jasa Tirta | dan Sekda Perekonomian juga tidak
bisa menindak langsung atas ketidaksesuaian yang dilakukan para penambang,
hanya bisa melaporkan adanya pelanggaran/ketidaksesuaian yang terjadi pada
pertambangan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghentikan
pertambangan yang semena-mena.

Hukum islam sendiri mengatur tentang bagaimana cara pengelolaan
penembangan yang sesuai dengan magashid as-syariah yaitu pengelolaan yang

memperhatikan dengan maslahah mursalah dari segi lingkungan dan masyarakat,
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apabila pada pertambangan lebih kepada perusakan maka kegiatan tersebut harus
dihindari dan sebaliknya apabila kegiatan pertambangan tersebut lebih banyak
kepada maslahahnya maka pertambangan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Sebagai contohnya apabila pertambangan tersebut
memberikan dampak baik kepada masyarakat berupa menambah penghasilan
bagi orang yang kurang mampu dan tidak merusak lingkungan sekitar maka
kegiatan pertambangan tersebut adalah kegiatan yang bermanfaat/maslahah bagi
sekitarnya. Namun pertambangan yang dilakukan pada sungai Brantas
Kabupaten Tulungagung ini lebih kepada merusak lingkungan dan tidak menjadi
penghasilan pokok bagi masyarakatnya. Pertambangan yang berada di sungai
Brantas ini tidak temasuk dalam maslahah mursalah melainkan banyak
mudhorotnya yang harus di hindari atau ditinggalkan.
B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak penambang yaitu lebih sadar atas peraturan yang berlaku,
karena dari kesadaran tersebut akan muncul pertambangan yang saling
menguntungkan untuk semua pihak dari segi lingkungan, masyarakat dan
instansi terkait, dan bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan apabila ada
kerusakan atau salah satu pihak yang dirugikan.

2. Saran untuk Jasa Tirta yaitu lebih tegas dalam pengawasan terhadap penambang

yang menyalahi aturan, berupa sering mengingatkan kepada instansi lain yang
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bergerak pada lapangan untuk melakukan tindakan tegas pada penambang yang

menyalahi aturan.
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Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah
serta mendapatkan gambaran pengimplementasian dan pengawasan sebenernya
dilapangan, guna menunjak penelitian ini, yang berjudul “Implementasi Pengawasan
Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas
Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 Dan Hukum Islam). Berikut daftar pertanyaannya:

Bagaimana implementasi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20107
Bagaimana pengawasan terhadap tidak berjalannya Pasal 23 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010?

Bagaimana alur atau tahapan penertiban?

Bagaimana dampak yang diakibatkan atas tidak berjalannya Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010?

. Apa kendala dalam pengawasan tidak berjalannya Pasal 23 Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010?
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Gambar 2.1 Pertemuan koordinasi rencana  operasi
penambangan pasir antara Ka. Subdiv Jasa ASA 1/3, Ka.
Binpam PJT | dan Ka. Bag Op. Polres Tulungagung
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Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

Gambar 4.1 Wawancara dengan Kepala Sekda Perekonomian dan Wakilnya atas

nama Daryanto dan Moch. Zamrony
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Gambar 4.2 Wawancara dengan Kepala Perum Jasa Tirta dan Pengatur atas nama
Hadi Witoyo ST dan Abd Basid M
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